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Abstract. This research is a qualitative study. Qualitative analysis is used to explain the list of job implementation assesment as a tool for assessing the performance of civil servants in the Department of Marine and Fisheries of South Sumatra province. Indicators namely : loyalty, job performance, responsibility, obedience, honesty, cooperation, initiative and leadership. This study aims to identify and analyze assessment and performance civil servants at the Department of Marine and Fisheries of South Sumatra Province. Hopefully this research will contribute to the development of the science of human resources, especially the problem of employee performance so that it can be used as a reference for the development of human resource research to come, and is expected to provide an overview and recommendations for the management and all the staff especially within the Department of Marine and Fishing South Sumatra Province in the use list of job implementation assesment to assess employee performance.
1. PENDAHULUAN

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai, serta untuk memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi ialah dengan melakukan penilaian atas semua perilaku dan kegiatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk lebih menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, diadakan suatu sistem penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan tiap-tiap pegawai negeri sipil. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam suatu daftar yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Daftar tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. Menurut Soeprihanto dalam Vivi (2009:25) bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan, dan karena menggunakan sebuah daftar maka dikenal dengan sebutan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Merujuk pada tulisan Nawawi dalam Vivi (2009:25) bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam DP3, yaitu:   

a. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kesetiaan meliputi pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

b. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi seorang pegawai negeri sipil antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

c. Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

e. Kejujuran merupakan ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk bekerja bersama sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Penilaian kinerja PNS dengan DP3 adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang PNS. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang PNS, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan PNS antara lain untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan. DP3 diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 Tahun 1979. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka, yaitu:

a. Sebutan : Amat Baik dengan niali angka 91 - 100

b. Sebutan : Baik dengan nilai angka 76 – 90

c. Sebutan : Cukup dengan nilai angka 61 – 75

d. Sebutan : Sedang dengan nilai angka 51 – 60

e. Sebutan : Kurang dengan nilai angka 50 kebawah

Unsur–unsur yang dijadikan dasar penilaian sangat sumir apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaaan secara nyata sehari-hari karena setiap unsur tersebut sangat sulit diukur keberhasilannya. Akibatnya, hasil penilaiannya tidak mampu membedakan antara PNS yang berkinerja baik dengan mereka yang berkinerja sebaliknya. Mulyadi dalam Saputra (2000) mengemukakan bahwa tujuan utama penilaian kinerja adalah memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Sedangkan menurut pendapat Simamora dalam Saputra (2000) bahwa tujuan penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Sejalan dengan itu pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan dibidang kelautan dan perikanan dapat tercapai dengan baik manakala pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan didapat apabila pembinaan kepada pegawai dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai, serta untuk memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi, ialah dengan melakukan penilaian atas semua perilaku dan kegiatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari, bentuk penilaian untuk pembinaan PNS adalah DP3. Menurut Murdono (2012:2) penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performance appraisal) seorang pegawai. Manfaat dari pada penilaian pelaksanaan pekerjaan  yaitu: 

a. Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi

b. Untuk menentukan training

c. Untuk menentukan standar penggajian

d. Untuk menentukan mutasi atau perindahan pegawai

e. Meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab karyawan

f. Meningkatkan motivasi pegawai

g. Menghindari pilih kasih

h. Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang

Menurut Murdono (2012:4) kenyataan menunjukkan bahwa proses penilaian pelaksanan pekerjaan PNS cenderung terjebak dalam formalitas. DP3 PNS telah kehilangan arti dan makna substantive, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Penilaian DP3 PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian dan perilaku dan belum terfokus pada kinerja, produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Hasil penilaian juga terkadang tidak dikomunikasikan secara terbuka. Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada standar kinerja, sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan besifat subyektif, misal terlalu pelit/murah, nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai amat baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai sedang atau kurang. Atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya sekedar menilai, belum atau tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian. Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil penilaian belum berfungsi sebagai motivator dan evaluator untuk mengevaluasi seberapa efektif dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan proses penilaian.

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka  dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Bernardin dan Russel (dalam Gomes, 2003) menyatakan bahwa “A way of measuring the contribution of individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kostribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.

Berdasarkan observasi penulis bahwa para pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan masih kurang menunjukkan prestasi kerjanya, yang terlihat dari keadaan sehari-hari, dimana para pegawai pada saat jam-jam kerja banyak yang tidak berada di tempat dengan berbagai alasan, baik alasan keluarga maupun alasan mencari panghasilan sampingan. Fenomena ini ditambah dengan aspek penilaian pegawai yang belum dilakukan maksimal, dimana sering terdapat para pegawai yang mengisi sendiri formulir DP3 tanpa arahan dari pimpinannya, kemudian pimpinannya menilai tanpa melihat beberapa aspek kinerja. Masih lemahnya sistem penilaian DP3 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan belum optimalnya kinerja PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Perlunya dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa penilaian DP3 PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengetahui dan menganalisa kinerja PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ialah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Penelitian ini lebih berfokus pada kehidupan sehari-hari, dan biasanya memelih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktek-praktek yang ada. Hasil penelitian tidak perlu sebagai suatu penemuan yang baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada.

2.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintahan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan  DP3 sebagai alat untuk penilaian kinerja PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sudah bermanfaat dengan baik atau belum  sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat dalam DP3 tersebut.

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2012:6) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik , dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian : suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. 

2.4. Informan

Adalah orang yang memberikan informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan salah satu staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

2.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan penelitian ini, yaitu pertama, Studi Pustaka adalah usaha untuk mendukung dan melengkapi penulisan penelitian ini. penulis juga memperoleh data yang bersifat teoritis melalui buku-buku, diktat-diktat, media elektronik serta catatan kuliah yang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang dihadapi. Kedua studi lapangan adalah studi yang dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian. Ketiga, wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan informan adalah Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian Umum dn Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

2.6. Alat Analisis

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan apakah DP3 sebagai alat untuk penilaian kinerja PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sudah bermanfaat dengan baik atau belum  sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat dalam DP3 yaitu : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumsel pasal 48, dinyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksana pekerjaan terhadap pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungannya. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan apabila ia telah membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan. Pejabat penilai yang belum membawahi pegawai negeri sipil selama enam bulan dapat membuat DP3 dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat penilai sebelumnya.

Penilai DP3 dilakukan dengan mempergunakan tata cara sebagai berikut:

a. Pejabat penilai menyampaikan DP3 kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan :

b. Apabila tidak ada keberatan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai, DP3 tersebut disampaikan tanpa catatan.

c. Apabila ada keberatan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai, DP3 tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang di ajukan oleh pegawai negeri sipil yang dinilai.

d. Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama DP3 yang disampaikan kepadanya. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabai penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam DP3 yang buat oleh pejabat penukai.

e. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan angka sebagaimana  peraturan yang ada.

f. Setiap unsur penilaian ditentukan dahulu nilainya dalam angka kemudian baru sebutan.

Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) diatur sebagai berikut:

a. DP3 diberikan langsung oleh pejabat penilai kepada pegawai negeri sipil yang dinilai.

b. Apabila tempat kerja antara pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai berjauhan, DP3 tersebut dikirimkan kepada pegawai negeri sipil yang dinilai.

c. Tanggal terima harus dicantumkan pada DP3 tesebut pada ruangan yang telah disediakan.

d. Apabila isi DP3 dapat diterima oleh peqawai negai sipil yang dinilai, ia membutuhkan tanda tangannya. pada tempat yang telah disediakan.

Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. Atasan pejabat penilai berkewajiban memeiksa DP3 yang disampaikan kepadanya, memeriksa keberatan pegawai negeri sipil dan tanggapan pejabat penilai yang tercantum dalam DP3 yang di sampaikan kepadanya. Apabila keberatan tersebut cukup beralasan, atasan pejabat penilai dapat mengubah nilai yang telah dibuat oleh pejabat penilai. Perubahan yang dibuat oleh atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu gugat. DP3 baru berlaku setelah di sahkan oleh atasan pejabat penilai.

Setelah pegawai yang dinilai menerima DP3 ia dapat menelitinya dan mengajukan keberatan tehadap penilaian tersebut. Pengajuan keberatan tersebut diatur sebagai berikut :

a. Pegawai negeri sipil yang dinilai berhak mengajukan keberatan apabila menurut pendapatnya penilai tersebut kurang sesuai.

b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima DP3 tersebut.

c. Keberatan yang diajukan melebihi jagka waktu 14 hari tidak dipertimbangkan.

d. Alasan-alasan keberatan harus dikemukakan dengan lengkap secara tertulis.

e. Walaupun pegawai negeri sipil yang dinilai keberatan atas seluruh atau sebagian nilai yang tercantum dalam DP3 ia harus menanda tangani DP3  tersebut dengan catatan tentang keberatannya pada tempat yang disediakan. 
f. Buku Catatan Penilaian

Setiap pejabat penilai wajib mengisi dan  memelihara buku catatan penilaian. Buku catatan penilaian ini berisi catatan-catatan tentang tingkah laku, perbuatan dan tindakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan yang menonjol, baik yang bersifat positif yaitu yang mendukung penyelesaian pekerjaannya, maupun yang bersifat negative yaitu yang menghambat penyelesaian pekerjaannya. Buku catatan penilaian ini berisi nama, nomor induk pegawai, pangkat dan golongan ruang dari pegawai negeri sipil yang dinilai. Buku catatan penilaian ini gunanya adalah untuk membantu pejabat penilai didalam nanti membuat DP3 bagi pegawai negeri sipil yan dinilainya. Buku catatan penilaian ini harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh pejabat penilai paling tidak selama 5 tahun.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah suatu dokumen yang bersifat rahasia, oleh sebab itu DP3 hanya boleh diketahui oleh :

a. Pegawai negeri sipil yang dinilai.

b. Pejabat Penilai

c. Atasan pejabat penilai

d. Atasan dari atasan pejabat penilai sampai dengan pejabat penilai tertinggi.

e. Pejabat lain yang terkait dengan penilaian tersebut.

f. DP3 harus disimpan dangan baik dan aman oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Jangka waktu penyimpanan adalah lima (5) tahun setelah itu DP3 tidak dapat dipergunakan lagi.

4. SIMPULAN

Pengelolaan dibidang kelautan dan perikanan dapat tercapai dengan baik manakala pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan didapat apabila pembinaan kepada pegawai dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Usaha yang bisa dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pegawai, serta untuk memperoleh aparat yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi, ialah dengan melakukan penilaian atas semua perilaku dan kegiatannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari melalui sistem penilaian DP3. Kinerja pegawai dinilai masih kurang dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari yang masih di saat jam kerja dan pekerjaan banyak tetapi tidak berada di tempat.  Aspek penilaian pegawai juga belum dilakukan maksimal, para pegawai yang diperkenan mengisi sendiri formulir DP3 tanpa arahan dari pimpinannya, kemudian pimpinannya menilai tanpa melihat beberapa aspek kinerja (sangat subjektif). Oleh karena penulis berkesimpulan bahwa penilaian kinerja PNS dengan DP3 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan masih sangat subjektif dan tidak berdasarkan objektivitas kinerja yang ada.
5. REFERENSI 
[1] Vivi, N. Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tata Kota Palembang. Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Bina Darma, Palembang. 

[2] Moeheriono. Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. Penerbit Galia Indonesia, Jakarta 2009.

[3] Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

[4] Saputra, Penilaian Kinerja PNS. (online). http://repository.upi.edu, diakses November 2012

[5] Simanjuntak, Payaman J. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta 2005.

[6] Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Refika Aditama, Bandung 2007.
